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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corporate governance, capital intensity dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Mekanisme corporate governance diukur dengan proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 terdiri dari 179 perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 54 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, capital intensity dan koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan institusional, Komisaris Independen, Capital Intensity, Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak.

ABSTRACK

This study aims to analyze the influence of corporate governance, capital intensity and political connections to tax aggressiveness on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. Corporate governance mechanisms are measured by institutional ownership proxy and the proportion of independent board of commissioners.This type of research is quantitative. The population of this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2018 consisting of 179 companies. The sample consisted of 54 companies. Sampling technique with purposive sampling technique. The data used in the form of secondary data of annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis method with SPSS program. The results showed that the institutional ownership and capital intensity and political connections have significant effect to tax aggressiveness. While the aproportion of board of commissioners have no effect on tax aggressiveness.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pendidikan, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi dan operasional negara itu sendiri. Pajak juga sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Siregar dan Widyawati, 2016).

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan salah satunya pada perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan tersebut dikelompokkan dalam sub sektor sesuai jenisnya. Penghasilan yang diperoleh perusahaan semakin besar, maka beban pajak tanggungan yang terutang pun juga lebih besar. Perusahaan besar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain atas laba yang tinggi akan tetapi efek dari laba yang tinggi memiliki beban pajak. Salah satu cara untuk tetap dapat berkompetisi adalah dengan meminimalisir beban pajak pada perusahaan tersebut (Wentland, 2016).

Perusahaan melakukan banyak cara untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung salah satunya dengan agresivitas pajak. Menurut (Kuriah dan Asyik, 2016) Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya. Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan Net Profit Margin (NPM). Pada penelitian ini agresivitas pajak akan diukur dengan cara membandingkan Net Profit Margin (NPM) perusahaan dengan Net Pofit Margin (NPM) dari industri perusahaan tersebut. 

Menurut (Adisamartha dan Noviari, 2015) dengan membandingkan NPM industri dengan NPM perusahaan maka akan dapat diketahui tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila NPM perusahaan berada di bawah NPM industri maka akan terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba yang sebenarnya karena sedang berada di bawah NPM industri. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu corporate governance, capital intensity dan koneksi politik. Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Peran lain yang dimainkan corporate governance ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006); (Lewellen, 2003). 

Corporate Governance pada penelitian ini menggunakan proksi  kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Diantari dan Ulupui (2016). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cahyono et al (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

 Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyak komisaris independen maka independensi juga akan semakin tinggi maka pengawasan terhadap kinerja manajer lebih efektif sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Wijayanti et al. (2016) menyatakan komisaris independen tidak bepengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan pada aset tetap. Aset tetap suatu perusahaan akan mengalami penyusutan, semakin banyak jumlah aset yang dimiliki maka beban pajak yang ditanggung juga semakin rendah karena beban depresiasi yang dibebankan akan mengurangi laba bersih sehingga berpengaruh terhadap beban pajak. 

Penelitian yang dilakukan Wijayanti et al. (2016) menunjukkan hasil capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Irianto et al, (2017) juga menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mustika, 2017) yang menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. 

Di Indonesia kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah cukup tinggi, dimana terdapat fenomena payung politik di kalangan para pebisnis yang sengaja membina koneksi politik untuk ‘memayungi’ atau mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam (Widagdo & Pranoto,2016). 

Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahan menjadi motivasi untuk melakukan tax aggressiveness.Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

 Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian Menurut Butje dan Tjondo (2014), koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara Marfu’ah (2015) menyimpulkan koneksi politk tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dalam proses mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh corporate governance, capital intensity dan koneksi 

politik terhadap agresivitas pajak ( perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Apakah variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI?

Apakah variabel komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI?

Apakah variabel capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI?

Apakah variabel koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

Mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.

Mengetahui pengaruh variabel komisaris independen terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.

Mengetahui pengaruh variabel capital intensity terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.

Mengetahui pengaruh variabel koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent). Manajemen mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada pemegang saham. Agent, sebagai pihak yang dikontrak oleh principal, memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan serta bertanggung jawab atas semua pekerjaannya kepada principal (Mulyani dan Juvenrio, 2017). Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan pemerintah yang listing di BEI. Konflik kepentingan yang timbul dari teori keagenan ini akan mempengaruhi agresivitas pajak. 

Manajemen mempunyai target harus mendapatkan laba yang tinggi dengan menghasilkan beban pajak serendah rendahnya, disisi lain pihak pemerintah (fiskus) yang merangkap sebagai pembuat regulasi perpajakan berharap akan adanya pemasukan besar dari sektor pajak. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan konflik diantara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan.Corporate governance dibutuhkan pada perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi perilaku-perilaku yang dapat merugikan pihak principal. Adanya corporate governance dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara principal dan agent.

Teori Organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (2004) dalam Hetty (2015) :

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2017) :

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang / lebih yang saling bekerjasama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan.

Dari definisi organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Lubis dan Husaini (1987) dalam Chandra P (2017) bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicaraan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama.

Agresivitas pajak

Tindakan agresivitas pajak merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan atau orang pribadi untuk meminimalkan beban pajak. Namun dalam pratiknya banyak perusahaan atau orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak. Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) agresivitas adalah kegiatan perencanaan pajak (tax planning) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Frank, dk (2009) dalam Dhian Andanarini (2017) menyatakan berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak antara lain melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning), baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (tax evasion). Alasan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah karena bagi perusahaan pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (Fadli, 2016). 

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Diantari dan Ulupui, 2016). 



Semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Penelitian Cahyono et al (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Maka, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan( KNKG,2006).

 Semakin banyak komisaris independen maka independensi juga akan semakin tinggi maka pengawasan terhadap kinerja manajer lebih efektif sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia et al (2017) menyatakan bahwa, adanya kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Maka, hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity

Capital Intensity atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan pada aset tetap. Aset tetap suatu perusahaan akan mengalami penyusutan. Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki maka beban pajak yang ditanggung juga semakin rendah karena beban depresiasi yang dibebankan akan mengurangi laba bersih sehingga berpengaruh terhadap beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) menunjukkan hasil capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Natalya (2018) juga menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Maka, hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan tax aggressiveness. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri Rizal (2018) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Maka, hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian-pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data statistik (Siregar danWidyawati, 2016).

Data dan Sampel

Objek pada penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018. Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018 terdapat 179 perusahaan, dengan kriteria yang telah ditetapkan maka hanya 54 perusahaan manufaktur yang dijadikan data penelitian, dengan total observasi penelitian sebanyak 162 data. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Tabel 1 menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)
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Variabel terikat atau dependen merupakan tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Cara mengukur agresivitas pajak mengacu pada penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) adalah Net Profit Margin (NPM) yang dihitung dari:

Variabel Independen

Kepemilikan Institusional

 Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Menurut Feranika (2016) cara mengukur kepemilikan institusional dengan cara sebagai berikut:
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Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan( KNKG,2006). Menurut Fadli Imam (2016) Proporsi Komisaris Independen dapat dihitung dengan rumus :
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Capital Intensity
Capital Intensity atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan pada aset tetap. capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap. Menurut Indradi Donny (2016) capital intensity dirumuskan sebagai berikut:
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Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). 

Menurut Sudibyo dan Jianfu (2015) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017), koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel dummy. Diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Dalam penelitian ini untuk menentukan perusahaan memiliki adanya hubungan koneksi politik dapat diliat dalam 2 kategori :

Salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.

Salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.

Metode Analisis Data
Metode Analisis Data menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda dan Uji t. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 23.

Tabel 1 

Hasil Pengambilan Sampel Penelitian

	Kriteria
	Jumlah

	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2018.
	179

	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan beserta catatan keuangan lengkap setelah periode tahun  periode tahun 2016-2018.
	(59)

	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam bentuk Rupiah
	(36)

	Perusahaan mengalami kerugian
	(24)

	Jumlah sampel
	60

	Jumlah data yang dijadikan sampel ( 60 x 3 th )
	180

	Data Outlier
	(18)

	Total yang dijadikan Sampel
	162


Analisis Persamaan Regresi


Penelitian ini menggunkan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel Independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Y = α + β1 KI + β2 DK + β3 CI + β4 KP + ε

Keterangan :

Y
: Agresivitas pajak.

α 
: Konstanta

β 
: Koefisien regresi

KI 
: Kepemilikan institusional

DK
: Dewan komisaris

CI
: Capital Intensity
KP
: Koneksi Politik

ε 
: Error

HASIL PENELITIAN 
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Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Agresivitas Pajak = 0,486 - 0,176X1 + 0,068X2 - 0,219X3 + 0,081X4 + ε
Persamaan regresi yang telah disusun diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Konstanta (ε) sebesar 0,486 mempunyai arti bahwa jika variabel independen (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, capital intensity dan Koneksi Politik) nilainya 0 maka besarnya agresivitas pajak perusahaan adalah sebesar 0,486 Rupiah.

Koefisien Regresi variabel kepemilikan institusional (KINS), menunjukkan nilai -0,176 artinya bahwa setiap penambahan jumlah sebesar 1 Rupiah dapat menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,176 Rupiah.

Koefisien Regresi variabel komisaris independen (KIND) menunjukkan nilai sebesar 0,068 artinya bahwa setiap penambahan 1 anggota dewan komisaris dapat menaikkan agresivitas pajak sebesar 0,068 Rupiah.

Koefisien Regresi variabel capital intensity (CI) menunjukkan nilai sebesar -0,219 Artinya bahwa setiap penambahan jumlah capital intensity sebesar 1 Rupiah maka akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,219.

Koefisien Regresi variabel koneksi politik (KP) menunjukkan nilai sebesar 0,081 artinya setiap penambahan 1 anggota dewan komisaris atau direksi yang berasal dar anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah maka akan menaikkan agresivitas pajak sebesar 0,081 Rupiah.
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Uji t

Pembahasan

Kepemilikan Institusional

Berdasarkan perhitungan uji t kepemilikan institusional memiliki nilai t-hitung sebesar -1,963 dengan nilai signifikansi sebesar 0,051. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima yaitu variabel independen kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain menurut Diantari dan Ulupui (2016). 

Pada penelitian ini semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu Cahyono et al (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Komisaris Independen


 Berdasarkan perhitungan uji t komisaris independen memiliki nilai t-hitung sebesar 0,387 dengan nilai signifikansi sebesar 0,699. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka variabel independen komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal tersebut berarti bahwa komisaris independen belum bisa menghambat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) serta Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) menyatakan komisaris independen tidak bepengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia et al (2017) menyatakan bahwa, adanya kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. 

Capital Intensity 
Berdasarkan perhitungan uji t kepemilikan institusional memiliki nilai t-hitung sebesar -2,259 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima yaitu variabel independen capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan pada aset tetap. Aset tetap suatu perusahaan akan mengalami penyusutan. Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki maka beban pajak yang ditanggung juga semakin rendah karena beban depresiasi yang dibebankan akan mengurangi laba bersih sehingga berpengaruh terhadap beban pajak. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) menunjukkan hasil capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Natalya (2018) juga menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Koneksi Politik

 Berdasarkan perhitungan uji t kepemilikan institusional memiliki nilai t-hitung sebesar 2,315 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis keempat diterima yaitu variabel independen koneksi politik berpengaruh positif  terhadap agresivitas pajak. 

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). 

Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rndah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hichem Khlif, Ines Amara (2019) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji variabel corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen serta capital intensity dan koneksi politik terhadap variabel dependen agresivitas pajak menunjukkan hasil sebagai berikut :

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif  terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian.

Saran



Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini maka peneliti memberikansaran sebagai berikut :

Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian baik itu variabel independen, seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit dan komite audit atau variabel control yang dapat berhubungan dengan agresivitas pajak, karena di dalam penelitian ini kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (agresivitas pajak) masih terbatas. 

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menambah periode tahun, sampel dan objek penelitian selain perusahaan manufaktur agar hasil yang didapat lebih baik.

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan agresivitas pajak selain NPM, misalnya Boox Tax Rate (BTD), Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR).
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